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Abstract This paper discusses the problem of human rights in an international context 
in which it often causes conflict of interests among different nations.  It turns out that the 
Human Rights Declaration does not always provide convenient guide to problem of human 
rights abuse.  This paper aims at demonstrating differing views in the international discourse 
on human rights and the necessity to understand those differing views and issues related to 
human rights.  This is crucial to avoid taking side unwisely.
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Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki setiap 
manusia secara alamiah sejak lahir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pengakuan HAM secara internasional meliputi hak kebebasan sipil, hak 
kebebasan politis, hak kebebasan dari penindasan, hak kebebasan dari 
penahanan tanpa melalui pengadilan, hak perlindungan sebagai individu 
yang mempunyai hak alamiahnya yang tidak dapat digugat, dan direbut oleh 
siapa pun atau dari pihak mana pun (Donnelly  1989: 2—4; Geoffrey 2002: 
335—343; Nickel 1996: 18—21).
Pihak lain mengemukakan bahwa HAM merupakan sesuatu yang 
mutlak perlu bagi perkembangan individu. HAM merupakan sesuatu yang 
melekat pada semua orang setiap saat, hak yang tidak dapat dibeli ataupun 
diciptakan, hak yang dimiliki karena semata-mata sebagai manusia yang 
bermartabat, antara lain hak hidup dan hak kebebasan sehingga harus 
mendapat perlindungan mutlak (Davidson 1993: 1—7; Over 1999: 2—3).
Atas dasar itu, HAM menjadi suatu konstruksi sosial yang dibangun 
dari kesadaran bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang bebas 
dan berakal harus dijamin oleh  negara dan beberapa haknya tidak dapat 
diganggu gugat (Urlich 2001: 214—215; Kleden 2000: xxv).
Pandangan konstruktivis tentang HAM menganggap bahwa HAM 
merupakan gejala sosial yang dibangun oleh manusia berdasarkan konsepsi 
moral untuk mendorong visi kemanusiaannya. Gejala sosial itu dijembatani 
oleh hak dasar yang sudah ada menyertainya. Undang-Undang HAM dan 
konstitusi lainnya juga merupakan implementasi dari teori konstruktivis 
tentang HAM. Termasuk  dalam kategori itu adalah konsensus internasional 
tentang HAM yang menjadi fakta dan konstruksi sosial yang berpengaruh 
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